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ABSTRAK 

 

Penjatuhan putusan pailit adalah konsekuensi dari adanya gagal bayar kewajiban finansial yang 

dilakukan oleh debitur atas utang yang telah jatuh tempo. Hakim dalam menjatuhkan putusan 

pailit melihat apakah debitur tersebut sudah memenuhi syarat kepailitan tanpa melihat debitur 

tersebut berada dalam keadaan solvent (mampu) atau insolvent (tidak mampu).  

Ketidakmampuan  debitur harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik 

yang dilakukan secara sukarela oleh debitur itu sendiri maupun permintaan pihak ketiga. 

Kepailitan memiliki tujuan yaitu. melakukan pembagian atas harta kekayaan debitur kepada para 

kreditur oleh kurator. Pekerja yang berkedudukan sebagai Kreditur Preferen memiliki hak 

istimewa atas pendahuluan pembayarah upah. Persoalan mengenai upah cukup menarik untuk 

dibahas dikarenakan ada berbagai persepsi serta kepentingan terhadap upah dengan adanya UU 

Cipta Kerja dan turunannya yang mengatur diharapkan memberikan pandangan dalam persoalan 

kepailitan terkait pembayaran upah pekerja. 

 

Kata Kunci: Pailit, Insolvent, Ketenagakerjaan, Upah. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The bankruptcy decision is a consequence of the debtor's non-payment of his financial 

obligations for overdue debts. Whether the debtor has met the conditions for bankruptcy is what 

the judge considers when issuing the bankruptcy order, whether the debtor is solvent (able) or 

insolvent (unable to pay). The debtor's incapacity must be accompanied by specific action, either 

voluntarily by the debtor himself or at the request of a third party. Bankruptcy has a purpose, viz. 

to distribute the assets of the debtor to the creditors by the trustee. Employees who are preferred 

creditors have the privilege of paying wages in advance. The question of wages is very 

interesting to discuss because there are different perceptions and interests regarding wages 

because there is the job creation law and its derivatives that regulate that there are opinions on 

the question of bankruptcy in the link with the payment of workers to gives salaries. 

 

Keywords: Bankruptcy, Insolvency, Employment, Salaries. 
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